BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050 /502 /2021

TENTANG

FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum melalui

0 1.

peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat terhadap
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta peningkatan
akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan
permukiman guna mendukung terwujudnya kawasan
permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,
diperlukan apresiasi dan operasionalisasi terhadap kebijakan
nasional penyelenggaraan pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (1) huruf
d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
mengamanatkan pembentukan Forum Perumahan dan
Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten/ Kota;

. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas

Nomor 050/1036/Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
mengamanatkan pembentukan Forum Perumahan dan Kawasarn
Permukiman (PKP) Kabupaten Panyumas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Banyumas di Kabupaten Banyumas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keungan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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11.

12.

13.

14.

13,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5801);




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor O03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana
dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum
yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan
melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
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26.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 );

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas Tahun 2016
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8);

Keputusan Bupati Nomor 050/1036/ Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten = Banyumas dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas dan fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;

d. memberikan masukan kepada Pemerintah pusat atau
pemerintah daerah; dan

e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Forum sebagaimana dimaksud
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kelompok Kerja
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas (Pokja PKP Kabupaten Banyumas).

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Kelompok Kerja
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas (Pokja PKP Kabupaten Banyumas).

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal NU SEP 202]

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 /502 /TAHUN 203)

TENTANG

FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN

BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BANYUMAS

NO JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ORGANISASI KEDUDUDUKAN
DALAM TIM

1 2 3

1. | Ketua Komunitas City Changer Kab. Banyumas Ketua

2. | Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappedalitbang Wakil Ketua

3. | Askot KOTAKU Kab. Banyumas Sekretaris

4. | Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Dinperkim Wakil Sekretaris
S. | Manager Perencanaan Pengembangan Perumdam Tirta Satria | Anggota

6. | Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto Anggota

7. | Ketua Baznas Kab. Banyumas Anggota

8. | Ketua Forum Masyarakat Peduli Sungai Kab. Banyumas Anggota

9. | Distric Coordinator Pamsimas Kab. Banyumas Anggota

10. | Ketua LPPM Unsoed Anggota

11. | Pimpinan Cabang Koordinator Bank Jateng Purwokerto Anggota

12. | Pimpinan Cabang BNI Purwokerto Anggota

13. | Ketua Asosiasi BP SPAMS Kabupaten Banyumas Anggota

14. | Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Banyumas Raya Anggota

15. | Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Unwiku Anggota

16. | Ketua Asosiasi BP SPALD Kabupaten Banyumas Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO




